
WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR \')- TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menimbang 

Mengingat 

KOTA PALANGKA RAYA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 Ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, yang menyatakan bahwa Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir 

Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan 

Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2018-2023; 

L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

10. Pera!turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028; 

18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Palangka Raya Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya N omor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 

Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 

2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kata 

Palangka Raya Nomor 2); 

21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 

2017 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 

2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PALANGKA RAYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kata Palangka Raya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 

4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 

Daerah Kata Palangka Raya. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahunan. 

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat 

Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
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terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber 

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya terse but. 

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 

program dan kebijakan. 

12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan

kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 

strategis dan tujuan telah ditetapkan. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 

RPJMD Tahun 2018-2023. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja 

Perangkat Daerah. 

BAB III 
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

TUJUAN DAN SARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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BAB VII
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN 
PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP

Pasa14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap 
pengundangan 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Walikota 

memerintahkan
rm dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal ,_ 5 � u.,,,,, :l.o t :I
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN 

Di�gkan di Palangka Raya p/da tanggal '2. s 
J 

v. "'-' �o I "j
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR q.
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